PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

ATAS PENDIDIKAN TINGGI NEGERI







Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
Pemenuhan hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas atas 
pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
meliputi penyediaan aksesibilitas, administrasi, pendampingan, konseling, 
sosialisasi, advokasi, diskusi, pelatihan dan penelitian. Bentuk pemenuhan 
hak-hak ini telah mendukung dan mempermudah mahasiswa disabilitas untuk 
memperoleh hak-haknya dalam proses pendidikan. Peran Pusat Layanan 
Difabel dalam mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi 
kampus yang memenuhi hak-hak pendidikan mahasiswa disabilitas sudah 
terpenuhi meski masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini berarti sudah sesuai 
dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi yakni pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas 
atas pendidikan tinggi negeri. 
B. Saran 
1. Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta memiliki keterbatasan tenaga relawan dan dana, maka perlu 
lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan 







2. Pemerintah wajib mengalokasikan dana pendidikan untuk pendampingan 
dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 
3. Pemerintah perlu meninjau ulang peraturan perundang-undangan atau 
kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyandang disabilitas, sehingga 
diharapkan kebijakan yang baru dapat membuka wawasan masyarakat 
luas akan pentingnya menghargai keberadaan penyandang disabilitas 
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